
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 

 

NOMOR  9  TAHUN 2010 

 
TENTANG  

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG  

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SINJAI, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka dipandang perlu 

menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan 

dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatian potensi daerah; 

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yag 

penting guna membiayai penyelenggaraan pmeritahan daerah dan 

pembangunan daerah; 

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir 

dan atau Pertokoan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan 

perokonomian saat ini; 

d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 127 huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

yang mengatur tentang Retribusi Pasar. 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, 

maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43889);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4022); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang 

menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sinjai  Tahun 2010 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai  Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai  

Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 

5). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI 

 

 dan 

 

BUPATI SINJAI 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 

12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentan Retribusi Pasar Grosir dan 

atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 1999 Seri B Nomor 2) diubah 

sebagai berkut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 di ubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagaiberikut: 

 

“Pasa 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Sinjai. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi 

yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah dibidang pelayanan pasar Kabupaten Sinjai. 

7. Unit Pelaksana Tekhnis adalah Unit Pelaksana Tekhnis Daerah disingkat dengan UPTD adalah 

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten Sinjai. 

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan daerah yang berlaku; 

9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, 

persoroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 

sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.  

10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar terbentuk bangunan memanjang tanpa 

dilengkapi dinding; 

11. Pasar grosir atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat 

pelelangan ikan, hasil bumi, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh 

Pemerintah Daerh.; 

12. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara 

lelang. 

13. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan 

dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha 

berjualan; 

14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh ektor 

swasta. 

15. Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran 

atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, ternak, hasil bumi dan 

fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD) pasar dan pihak 

swasta. 

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 
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17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib 

retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan. 

18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang 

digunakan oleh Wajib Retribusi unuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai 

dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi daerah. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, 

adalah surat keputusan yang mencantumkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah 

ditetapkan. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRLDB adalh surat 

keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi 

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surt untuk melakukan tagihan 

retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD dan 

dokumen lain yang dipersamakan SAKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data 

atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 

oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah 

yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

“Pasal 3 

 

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh pemerintah daerah 

meliputi : 

a. Pasar grosir berbagai jenis barang; 

b. Ternak dan hasil bumi; 

c. Pertokoan; 

d. Super market / mini market; 

e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong hewan. 

 

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah Pasar. 

 

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) angka 6 di cabut, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

  

“Pasal 8 

 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang teridiri atas kios dan los, lokasi, luas 

kios/los dan jangka waktu pemekaian. 
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(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar. 

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati; 

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : 

No Lokasi Jenis Bangunan Luas (m) 
Tarif/Bulan 

(Rp) 

1. Pasar Kls I (Ibu Kota 

Kabupaten) 

a. Los 

- Semi Permanent 

 

 

- Permanent 

 

 

b. Kios/front toko 

- Semi Permanent 

 

 

- Permanent 

 

 

c. Pelataran  

 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

Maksimal 

 

6.000,- 

10.000,- 

14.000,- 

10.000,- 

14.000,- 

20.000,- 

 

10.000,- 

14.000,- 

20.000,- 

20.000,- 

30.000,- 

40.000,- 

1.000,- 

2. Pasar Kls II (ibu Kota 

Kecamatan) 

a. Los 

- Semi Permanent 

 

 

-     Permanent 

 

 

b. Kios/front toko 

-     Semi Permanent 

 

 

-     Permanent 

 

 

c.  Pelataran 

 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

Maksimal 

 

6.000,- 

10.000,- 

14.000,- 

10.000,- 

14.000,- 

20.000,- 

 

6.000,- 

10.000,- 

14.000,- 

10.000,- 

14.000,- 

20.000,- 

1.000,- 

3. Pasar Kls III (Desa/Kelurahan) a. Los 

- Semi Permanent 

 

 

-     Permanent 

 

 

b. Kios/front toko 

-     Semi Permanent 

 

 

c.  Pelataran 

 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

 

2,5 x 2,5 

2 x 3 

4 x 5 

Maksimal 

 

4.000,- 

6.000,- 

10.000,- 

6.000,- 

10.000,- 

14.000,- 

 

6.000,- 

10.000,- 

14.000,- 

1.000,- 
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4. Pertokoan Permanent 4 x 5 

5 x 10 

5 x 15 

5 x 20 

20.000,- 

40.000,- 

90.000,- 

120.000,- 

7. Hasil bumi/laut - - 20,-/kg 

 

 

Pasal II 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahu 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Perataruan Daerah ini atau belum diadakan yang baru. 

 

Pasal III 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penepatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai. 

 

 

Ditetapkan di Sinjai 

pada tanggal 16 Agustus 2010 

 

 

BUPATI SINJAI, 

 

 

 

 

  ANDI RUDIYANTO ASAPA 

 

 

Diundangkan di Sinjai  

pada tanggal 16 Agustus 2010 

 

 

SEKRETARIS DARAH KABUPATEN SINJAI, 

 

 

 

 

    MANSYUR  A. YACUB 
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